BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan pembahasan tentang bagaimana
pelaksanaan ta’widh pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VI11/2004 di Bank
BNI Syariah Surabaya dan implementasi ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada
Bank BNI Syariah Surabaya. Adapun hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai

berikut;

A. Pelaksanaan Ta’widh pada Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/V111/2004 di
Bank BNI Syariah Surabaya
Dengan adanya perkembangan bank dan diiringi kemudahan dalam
melakukan pembiayaan dengan adanya berbagai layanan bank yang dapat
membantu segala kebutuhan nasabahnya, maka jumlah pembiayaan
meningkat secara tajam, dan selanjutnya jumlah pembiayaan bermasalah
juga menjadi bertambah. Munculnya pembiayaan bermasalah sering dimulai
dengan berbagai indikasi dan gejala. Oleh karena itu perbankan dapat
memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab nasabah tidak

melaksanakan kewajibannya pada bank.

Pada nasabah wanprestasi, tidak langsung serta merta diadakanya
penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak Bank BNI Syariah
Surabaya terlebih dulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk ditanyai

kenapa bisa sampai tidak membayar. Jika memang si debitur masih
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mempunyai itikad baik maka pihak Bank menawarkan adanya prosedur R3
(Reconditioning, Rescheduling, dan Restructuring) kepada nasabah terlebih

dahulu.!

Kebijakan penetapan ta’widh yakni penetapan beban biaya yang
dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian
pada pihak lain. Pembiayaan yang seharusnya selesai tahun ini akan tetapi
mundur karena kebijakan rescheduling. Hal tersebut secara ekonomis akan
menimbulkan kerugian bagi bank karena penundaan pengembalian. Masing-

masing bank mempunyai kebijakan tersendiri mengenai ta’widh.

Bank BNI Syariah Surabaya dalam menentukan ta’widh atau ganti
rugi yang besar presentasenya ditentukan oleh Bank BNI Syariah Pusat dan
ta’widh tidak harus dibayar diawal pembiayaan namun bisa dibayar pada
saat angsuran (dicicil pada saat mengangsur) atau pada akhir pembiayaan.
Dalam menentukan besarnya ta’widh Bank BNI Syariah melakukan sama

dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VI111/2004 yaitu :

a. Ketentuan umum?
1) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang

dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

! Wahyu kuncoro, wawancara, Surabaya 23 Nov 2016
2 Kamil dan Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, 825
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2) Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil
yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya
dibayarkan.

4) Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil
(realloss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena
adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dhaa-
i’ah).

5) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta
murabahah dan ijarah.

6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh
dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah
apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

b. Ketentuan khusus

1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah
sesesuai dengan nilai kerugian (real loss) yang berkaitan dengan upaya
bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian
yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang

yang hilang (opportunity loss/al-fursah al-dhaa’iah).
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2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad
dan dipahami oleh nasabah.

3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan
tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

4) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dan telah dijelaskan pula kepada kita untuk tidak menyakiti orang

lain (membebani) yaitu dalam QS Al-Bagarah (2) 279-280
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Artinya: “kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika
(orangyang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Kkita jangan sampai
menyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang

kepada kamu maka janganlah persulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya
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hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya
sedehkahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagi kamu karna
kamu telah menolong sesama kamu. Maksudnya adalah jangan memberi dia

beban kecuali kalo memang ada kerugian riil yang diterima akibatnya.

Implementasi Ta’widh bagi Nasabah Wanprestasi pada Bank BNI Syariah
Surabaya

Dalam kegiatan atau aktivitas Bank BNI Syariah Surabaya adalah
menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam perbankan
syariah disebut dengan akad pembiayaan. Salah satunya adalah produk Griya
IB Hasanah, pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari
permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau
angsuran tersendat. Seperti halnya kasus pembiayaan Griya iB Hasanah
bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus salah
satu nasabah yang mengalami penundaan dalam mengangsur kewajibannya.
Hal ini diakibatkan karena Nasabah mengalami PHK karena omset
perusahaan menurun drastis. Karena permasalahan tersebut nasabah
mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Oleh karena itu,
Bank BNI Syariah Surabya memberi kebijakan kepada nasabah yakni
menerapkan rescheduling atau merubah jadwal pengangsuran guna
menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah yang terjadi pada
kasus nasabah tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak nasabah dapat
memenuhi konsekuensi dalam memenuhi kewajibanya terhadap Bank BNI

Syariah Surabaya.
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Hal ini sesuai dengan hadits yang berkaitan dengan penundaan

pembayaran, yaitu:*
06 A 4dle 2 e 1 05 G e 20 Lamy 85008 08
Al e e 23T ol 136 Al sl (Y

Artinya :Dari Abu Hurairah ra Berkata bahwa Rasulullah Saw.
bersabda”Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah
suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu
diikutkan (dikhawalahkan) pada orang yang mampu atau
kaya, terimalah hawalah itu” ( H.R Imam Bukhari dan
Muslim)

Salah satu upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Surabaya untuk
menangani pembiayaan bermasalah Griya iB Hasanah pada kasus nasabah
ini agar dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank BNI Syariah
Surabaya memberi Kkebijakan dengan menerapakan Rescheduling.
Rescheduling adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal
pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan
besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Tentu
tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh Bank
BNI  Syariah  Surabaya, melainkan hanya kepada nasabah yang
menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk

membayar atau melunasi pembiayaan.

* Shahih Bukhari, Nomor Hadist. 2125
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Dalam hal ini pihak Bank BNI Syariah Surabaya melakukan
penjadwalan kembali dari kewajiban debitur atau pihak nasabah yang
bermasalah. Melalui rescheduling ini Bank BNI Syariah Surabaya memberi
kebijakan dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya
akan berakhir pada tahun 2023 menjadi 2028. Dengan kebijakan
rescheduling inilah pihak nasabah mampu menyelesaikan permasalahan yang
ada, yakni dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada Bank BNI
Syariah Surabaya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut
disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitur yang sedang
mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka Bank
BNI Syariah Surabaya seharusnya mempunyai cara-cara yang lain, agar
pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi, yaitu dengan menggunakan cara :
a. Analisa pengajuan pembiayaan harus benar-benar sesuai dengan

persyaratan, artinya pihak Bank BNI Syariah Surabaya dalam
menganalisa pengajuan pembiayaan, khususnya Griya iB Hasanah harus
lebih ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon
nasabah. Dengan demikian, nasabah atau calon nasabah dapat diketahui
layak atau tidak untuk diberikan modal. Setelah Bank BNI Syariah
Surabaya melakukan pencairan dana terhadap pihak nasabah, Bank BNI
Syariah Surabaya juga diharapkan melakukan pemantauan, pengawasan,
pendampingan dan pembinaan selama pihak nasabah masih terikat

perjanjian dalam pembiayaan Griya iB Hasanah .



88

b. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, yang
menyangkut internal dan eksternal, artinya baik kreditur maupun calon
debitur harus dapat saling bekerja sama dengan baik sesuai kesepakatan
yang telah disetujui. Dalam hal ini peran Bank BNI Syariah Surabaya
bertugas menganalisa dan mengawasi jalannya usaha dari pihak nasabah.
Sementara pihak nasabah menjalankan usahanya, —mengangsur
kewajibannya dengan lancar serta terbuka mengenai kondisi
keuangannya. Dengan keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan inilah,
dampak positif dari perbankan syariah muncul, sehingga apa yang akan
dicapai dari kesepakatan antara pihak Bank BNI Syariah Surabaya dan
pihak nasabah dapat terlaksana dengan baik.

c. Menguasai aspek bisnis nasabah/calon nasabah, artinya dari pihak Bank
BNI Syariah Surabaya harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
nasabah mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah
Surabaya, pihak Bank BNI Syariah Surabaya harus mengetahui
penggunaan modal yang diajukan pihak nasabah, calon anggota seperti
apa, bagaimana pekerjaan dan usaha dari pihak nasabah, manajemennya
seperti apa dan juga menganalisa kondisi jaminan yang akan dijaminkan
dari calon nasabahnya. Dalam penelitian ini pihak nasabah mengajukan
pembiayaan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Surabaya guna
membeli rumah dengan cara mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah ,
dirasa nasabah masih mempunyai itikad baik dan juga masih mempunyai
usaha untuk membayar kewajibanya dan kondisi jaminannya juga layak

untuk diagunkan, sehingga pihak Bank BNI Syariah Surabaya
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merealisasikan terhadap pembiayaan yang telah diajukan pihak nasabah.

d. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan
bermasalah, artinya ketika sudah mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar,
pihak Bank BNI Syariah Surabaya dengan segera melakukan analisa apa
yang terjadi dengan nasabah, mencari tahu penyebab masalah nasabah
mengalami penundaan dalam mengangsur. Kemudian setelah pihak Bank
BNI Syariah mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan Griya iB
Hasanah bermasalah pada nasabah, maka Bank BNI Syariah dengan
segera memberikan pembinaan terhadap nasabah guna menyelesaikan
pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dengan didampingi konsultan
yang telah diberi kewenangan dari Bank BNI Syariah Surabaya. Dalam
kasus nasabah ini, ternyata Bank BNI Syariah Surabaya melakukan
analisa terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan nasabah
dalam mengangsur setelah pihak nasabah mengalami kemacetan.
Seharusnya, pihak Bank BNI Syariah Surabaya melakukan analisa secara
dini supaya pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dapat dicegah dan
pihak nasabah selaku debitur juga dapat memperoleh ilmu dan bisa lebih
tanggung jawab dalam kewajibanya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis
cara penyelesaian pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah yang ada
di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus nasabah ini tidak jauh berbeda
dengan teori yang sudah ada. Bank BNI Syariah Surabaya dalam

menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara
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kebijakan menerapkan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini
pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan Griya iB Hasanah
bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan
rescheduling inilah Bank BNI Syariah dapat menyelesaikan permasalahan
apa yang terjadi pada nasabah tanpa menyita barang jaminan yang
diagunkan. Bank BNI Syariah Surabaya memberikan kebijakan pada pihak
nasabah yakni rescheduling atau perubahan jadwal dalam mengangsur.
Masalah ini dapat terselesaikan berkat keuletan dan kegigihan Bank BNI
Syariah Surabaya dan juga itikad baik dari pihak nasabah, sehingga masalah
yang terjadi pada nasabah dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam internal BNI Syariah Surabaya ketentuan ta’widh ada atau
diperbolehkan, namun dalam kondisi kasus nasabah diatas tidak
diberlakukan. Dikarenakan nasabah sedang mengalami kesulitan dan bukan
niat nasabah untuk tidak membayar dengan kata lain force majeur.

Namun jika dalam kasus ini ta’widh diberlakukan, maka perincianya
sebagai berikut:® Survey kerumah nasabah 3 kali sehingga biaya bensin
keseluruhan Rp 50.000/ survey x 3 = Rp 150.000’

Dalam menyelesaikan pembiayaan BNI iB Griya bermasalah, Bank
BNI Syariah Surabaya diharapkan benar-benar mampu menerapkan prosedur

penyelesaian yang sudah ada atau sesuai syariah. Yakni dengan cara damai

> Berdasarkan wawancara dengan bapak Wahyu, “nasabah tersebut benar-benar dalam kondisi
kesulitan, dan Bank Bni Syariah mengerti keadaan nasabah tersebut (berdasarkan survey yang
telah dilakukan oleh pihak Bank)”

® Perincian ta’widh harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah (disetakan bukti) misal:
struk bensin

’ Wahyu Cahyo Purnomo, wawancara, Surabaya 12 Januari 2017
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atau bermusyawarah guna mencari titik temu untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Karena pembiayaan BNI iB Griya modal sepenuhnya dari pihak kreditor,
sebaiknya pihak Bank BNI Syariah Surabaya menerapkan syarat khusus,
yakni calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan BNI iB Griya
diharapkan sudah pernah terbukti berhasil melaksanakan akad baik
musyarakah maupun murabahah. Hal ini dilakukan guna membuktikan
bahwa calon nasabah pembiayaan BNI iB Griya beritikad baik, dipercaya
dan mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga pembiayaan BNI iB
Griya bermasalah dapat dihindari. Dengan ini, perbankan syariah di
Indonesia dapat tetap survive dan dinilai baik di mata masyarakat, apalagi di
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim.

Apabila dengan berbagai pendekatan dan upaya penyelesaian
pembiayaan bermasalah telah dilakukan Bank BNI Syariah Surabaya belum
dapat menyelesaikan masalah, maka Bank BNI Syariah Surabaya dalam
upaya penyelesaiannya mengedepankan cara-cara Yyang damai dan
musyawarah serta tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu melalui

Pengadilan Agama (PA).
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Hal ini sesuai QS. Ali ‘Imran ayat 159, yaitu:
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari  sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu
Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.®

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan,

penjualan barang jaminan, yaitu penjualan asset nasabah pembiayaan atau

jaminan yang dilakukan secara sukarela (Privat Selling) dalam rangka

menyelamatkan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penjualan

barang jaminan harus digunakan untuk melunasi outstanding pembiayaan,

dan apabila ada kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah dan tetap

ditagih oleh Bank.

® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya



